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PERATI'RAN WALI KOTA BATU
NOMOR I7 TAHUN 2O2l

TENTA.I{G

PERUBAHAN ATAS PERATI'RAII WAII KOTA BATU
NOMOR 124 TAHI'N 2O2O TEITTAI'IG NEDUDUXAIT, SUSUNAN

ORGA.ITISASI, I'RAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA XERJA
BA.DA.TI XEUANGAI| DAI'I ASET DAERAH

DENGAN RAIIMAT TI'IIAN YANG MAHA ESA

WA.LI KOTA BATU,

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodeirkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah dan dalam rangka menyesuaikan
perkembangan kondrsi beban keia pada Satuan Keda
Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang
urusar pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan
keuangan dan aset daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturar Wali Kota Batu
Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunar
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambaian Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undarg Nomor 12 Talun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengar Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pemb€ntukan Peraturan Perundang-undaagan
(trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarg Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan L€mbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (hmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(L€mbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2019
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 64021;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (tembaran Nega-ra Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentarg
Peraturan Pelal<sanaan Undarg-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjarg Penyelenggaraal
Urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Talun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan
Menteri Da]arn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Talun 2O19

tentang Pedornan Nomenklatur dan Unit Keda Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 8 Tahun 2O2O fer.tar^g Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan da.rr Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128 Tahun 202O
tentang Kedudukal, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi, serta Tata Ke{a Badar Keuangan dan Aset
Daerah;

MEMUTUSXAN:

PERATURAN YALI KOTA TENTA.ITG PERT'BAIIAIT ATAS
PERATT'RAI{ WAI,I KOTA BATU I|OMOR I28 TAHTII{ 2O2O
TEITTA.IIG XEDT'DT'XAIT, SUSINTAIT ORGAITISASI, I'RAIAX
TUGAST DAIT ["T'I{GSI, SERTA TATA I(ERJA BADAIT
XEUAI{GAI{ DAIT ASET DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 128
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan
dan Aset Daerah ayat (1) huruf n dihapus dan huruf p
diubah, dan ayat (3) huruf I dan huruf m diubah, sehingga
Pasal l l berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(l) Sub Bidang Perencaraan dan Penggunaan Aaet
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan perencanaan dan

penggunaan aset;
b menyiapkan bahan perumusan kebijalar bidang

perencanaErn dErn penggunaan aset;
c. menyiapkan bahan penyusunan program bidang

perencanaan dan penggunaan aset;
d. menyusun rencana kerja dan alggaral bidalg

perencanaan dan penggunaan aset;
e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional

prosedur bidarg perencanaan dan penggunaan aset;
f. menyiapkan bahan pengendaliar data informasi

perencanaal dan penggunaan aset;
g. menyiapkal ba}lan perumusan kebijalan teknis

perencanaal dan pengSunaan aset;
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h. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana
Pengadaan Barang Milik Daerah yang dituangkan
dalam Dokumen Rencana Kebutuhal Barang Milik
Daerah pengadaan;

i. menyiapkan bahal kebljakal penyusunan Rencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yanB dituangkan
dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemeliharaan;

j. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan Rencana
Pemanfaatan Barang Mdik Daera-h yang dituangkaD
dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemanfaatan;

k. menyiapkan bahal kebijakan penJ,usunan Rencana
Pemindahtanganan Barang Milik Daeral yarlg
dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah Pemindahtanganal;

l- menyiapkan bahan kebijakal penyusunan Standar
Kebutuhar Barang Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

m. menyiapkan bahan kebijakan Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaal Barang Milik Daerah;

n. dihapus;
o. menyiapkan bahan kebijakan pelaksarakan teknis

penggunaan barang milik daerah;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kebllakan penyelenggaraan program
dan kegiatar bidang perencanaan dan penggunaan
aset; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yarg ditrerikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtangaoan, dan
Pengamarran Aset mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencarla kegiatan pemanfaatan,

pemindahtarganan, dan pengamanan aset;
b. menyiapkal bahan perumusan kebijakal bidang

pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan
aset;

c. menyiapkal bahan penyusunan prograin bidang
pemanfaatan, pemindahtargaran, dan pengamanan
aset;

d. menyusun rencara kerl'a dan anggaran bidang
pema-nfaata-n, pemindahtargarar, dan pengamarar
aset;

e. menyiapkan bahal penyusunan stanrdar operasional
prosedur bidang pemanfaatan, pemindahtanganan,
da.rr pengainanar aset;
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f. menyiapkan bahan pengendalian data informasi
pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan
aset;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan
aset;

h. menyiapkan bahan kebijakan pengamanan aset
daerah;

i. menyiapkan bahar kebijakan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan, pemindahtanganar, dan
pengamanan aset;

j. menyiapkan bahan kebijalan penertiban
pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamalarr
aseU

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijal<ar penyelenggaraan program
dan kegiatan bidang pemanfaatan,
pemindahtargaran, dan pengamanan aset; dan

I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan penatausahaan dan

penghapusar aset;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang

penatau sahaan dan penghapusan aset;
c. menyiapkal bahar penyusunan program bidang

penatau sahsan dan penghapuBan aeet;
d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

penatau sahaan dan penghapusan aset;
e. menyiapkan bahan penyusunan standa-r operasional

prosedur bidarg penatausahaan dan penghapusan
aset;

f. menyiapkan bahan pengendatian data informasi
penatau sahaan dan penghapusan aset;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
penatau Bahaan dan penghapusan aaet;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan
sistem penatauaahaan dan akuntalsi aset daerah;

i. menfapkan bahan pengelolaan inventarisasi aset
tetap, barang persediaan, dan barang habis pakai
yang digunakan;

j. menyusun dan menganalisis data dar informasi
rekonsiliasi dan realisasi belanja modal dan hasil
pengadaan;

k. menyiapkan bahan pengelolaan mutaai barang;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

p€ la-ksan aan kebijakan penyelenggaraan program
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dan kegiatan bidang penatausahaan dan
penghapusan aset; dan

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsrnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeiintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengarr
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada targgal I ep.it ZOZI

WAII KOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan d1 Batu
pada tanggal $ epn zOl t

DAERAH KOTA BATU,

BERTTA DAERAH KorA BATU TAHUN 2021 NoMoR 27/0
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